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ABSTRAK

Judul Skripsi “Pemalsuan Tanda Tangan Dalam Penerbitan Berita Acara Rapat Dan
Berita Acara Penyerahan Aset Yayasan Dalam Perspektif Pidana (Studi Putusan
No.23/Pid.B/2019/PN.Mme)” Dalam penelitian tersebut penulis menemukan
permasalahan hukum mengenai Ratio Decidendi Hakim Terhadap Pemakaian Surat Palsu
Apabila Ditinjau Dari Berita Acara Rapat Dan Berita Acara Penyerahan Aset Yayasan
Pada Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN.Mme serta Pertanggungjawabana Pidana Pelaku
Pemalsuan Tanda Tangan Pada Berita Acara Rapat Di Putusan Nomor
23/Pid.B/2019/PN.Mme. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini
ialah penelitian yuridis normatif dimana penulis mengambil contoh kasus pemalsuan
yang terdapat dalam Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN.Mme. Adapun hasil dari
penelitian ini menujukkan bahwa pengaturan tindak pidana pemalsuan yang dilanggar
terdapat pada Pasal 263 KUHP yang menghukum siapa saja yang melakukan tindak
pidana pemalsuan surat diancam pidana paling lama 6 (enam) tahun. Dalam kasus yang
diambil penulis dalam penulisan skripsi ini Terdakwa telah memenuhi unsur kesalahan
atas Pasal 263. Namun, hakim memutus pemidanaan satu tahun dan tidak perlu
dijalankan kecuali dikemudian hari dengan putusan hakim diberi perintah lain atas alasan
terdakwa sebelum waktu percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir telah bersalah
melakukan suatu tindak pidana lain. Alasan pertimbangan hakim atas kasus ini ialah
dikarenakan adanya perdamaian yang dilakukan oleh Terdakwa dan juga Saksi Korban
yang dilakukan dihadapan notaris sebelumnya dan juga mengingat bahwa Terdakwa
menjabat sebagai seorang Kepala Sekolah SMK ST. Thomas Maumere yang apabila
menjalankan pemidanaan ditakutkan akan menimbulkan kerugian — kerugian lainnya.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Pemakaian Surat Palsu, Ratio Decidendi
Hakim.

Menyetujui:

Pembimbing U ' ighing Pembantu,

i

Rd, Muhammad Ikhsan, S.H..M.H. urillah, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001 © NIP. 199404152019032033

Ketua Bagian Hukum Pidana

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H..ML.H.
NIP. 196802211995121001



BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya Indonesia merupakan Negara Hukum sebagaimana yang
telah tercantum pada Pasal 1 Ayat (3) Undang - Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menyatakan bahwa Indoensia adalah
Negara Hukum. Hukum diyakini sebagai alat untuk memberikan kesebandingan
dan juga kepastian dalam menjalani kehidupan sehari — hari bila mana suatu saat
dibutuhkan atau dengan kata lain jika suatu saat timbul keadaan yang luar biasa di
dalam masyarakat.

Dalam mencapai tujuan tersebut, seringkali terjadi kejahatan — kejahatan
yang berimplikasi dengan lahir nya tindak pidana. Hukum pidana adalah aturan
hukum, yang mengikat suatu perbuatan yang memenuhi syarat — syarat tertentu
yang berakibat berupa pidana. Namun, perlu diingatkan bahwa tidak semua
kejadian dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana. Hal ini disebabkan
karena adanya asas legalitas yang menjadi landasan dasar mengenai apa — apa saja
yang dikategorikan sebagai aturan, dengan kata lain bahwa aturan — aturan atau
segala sesuatu yang timbul dan terjadi harus termuat didalam undang — undang

atau suatu peristiwa dapat dikatakan sebagai salah satu tindak pidana apabila.



peristiwa tersebut telah diatur oleh undang — undang atau sudah ada undang —
undang yang megatur mengenai suatu tindak pidana yang dilakukan. Apabila
terjadi suatu tindak pidana, maka akan dilihat terlebih dahulu apakah telah ada
ketentuan hukum yang mengatur dan apakah atauran yang telah ada dapat
diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi.! Asas Legalitas merupakan
tiang penyangga hukum pidana. Asas ini termuat secara tersirat didalam Pasal 1
KUHP, dirumuskan sebagai berikut :2

1) Tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidanakan kecuali atas
kekuatan aturan pidana dalam peraturan perundang — undangan yang
telah dibuatkan sebelum perbuatan itu dilakukan.

2.) Aturan paling ringan diterapkan kepada terdakwa apabila setelah
perbuatan tersebut dilakukan baru adanya perubahan dalam perundang

— undangan.

Dalam pasal 2 KUHP menyatakan bahwa, “ketentuan pidana dalam
perundang — undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan
suatu tindak pidana di Indonesia”. Berdasarkan rumusan Pasal 1 Ayat (1) KUHP

tersebut secara tegas menunjuk perbuatan mana yang dapat berakibat pidana :

1. Perbuatan itu harus ditentukan oleh undang — undang pidana sebagai
perbuatan yang pelakunya dapat dijatuhi pidana.
2. Perundang — undangan pidana itu harus sudah ada sebelum perbuatan

itu dilakukan.

! Mahrus ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana,(Jakarta: Sinar Grafika, 2012), him. 59.
2 Kitab Undang — Undang Hukum Pidana [Werboek Van Straftrecht], diterjemah oleh
Moeljatno,( Jakarta: Bumi Aksara,2021), Ps.1.



Salah satu kejahatan yang cukup banyak terjadi di lingkungan masyarakat
sekarang ini adalah kejahatan pemalsuan surat, pemalsuan tanda tangan dan/atau
cap/stempel. Pemalsuan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang disebut
sebagai kejahatan, yaitu sebagai suatu perbuatan yang sifatnya bertentangan
dengan kepentingan hukum sebab dan akibat perbuatan itu menjadi perhatian dari

berbagai pihak.

Adami Chazawi mengemukakan, terkait dengan tindak pidana pemalsuan
surat atau dokumen surat — menyurat ini sebagai berikut:®

“Dari berbagai macam tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat
salah satunya adalah kejahatan mengenai pemalsuan, bahkan saat ini
banyak sekali terjadi tindak pidana pemalsuan dengan berbagai macam
bentuk dan perkembangannya mulai dari kejahatan pemalsuan yang
semakin kompleks. Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang mana
didalam nya mengandung ketidak benaran atau palsu atas sesuatu (obyek),
yang mana sesuatu itu nampak dari luar seolah — olah benar adanya,
padahal sesungguhnya tidak benar atau bertentangan dengan yang

sebenarnya.”

Banyak masyarakat yang kurang paham akan hal itu menganggap bahwa
memalsukan tanda tangan merupakan salah satu cara yang efektif apabila terdesak
oleh waktu disaat mereka sangat membutuhkan tanda tangan seseorang. Banyak

yang menganggap hal tersebut sebagai alasan pemaaf karena terdesak oleh waktu.

Namun seharusnya hal itu tidak boleh dilakukan dengan alasan apapun,

karena tindakan pemalsuan tanda tangan merupakan suatu bentuk kejahatan yang

8 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005),
him 3.



bertentangan dengan aturan hukum, sehingga sebab dan akibat yang ditimbulkan
dapat merugikan orang lain (individu), masyarakat dan juga negara, serta dapat

diancam dengan hukuman pidana.

Seperti yang telah disebutkan diatas yang menjadi salah satu fungsi hukum
pidana adalah pidana sebagai alat atau sarana terhadap menyelesaikan
permasalahan yang ada. Kebijakan hukum pidana sebagai suatu upaya yang
dilakukan untuk mengurangi kejahatan dan mensejahterahkan masyarakat, maka
berbagai macam bentuk kebijakan dilakukan untuk mengatur masyarakat dalam

suatu proses kebijakan sosial yang mengacu pada tujuan yang lebih luas.

Pemalsuan tanda tangan merupakan suatu bentuk kejahatan Pemalsuan
Surat yang diatur didalam Bab XII Buku Il KUHP, dimana pada buku tersebut
telah dicantumkan bahwa hal — hal yang termasuk dalam pemalsuan surat bukan
hanya berupa tulisan — tulisan saja, termasuk juga didalam nya pemalsuan tanda

tangan yang diatur didalam Pasal 263 KUHP sampai dengan Pasal 276 KUHP.

Berikut yang menjadi rumusan dari Pasal 263 KUHP, yakni :*

1. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat
menerbitkan suatu hak, sesuau perjanjian (kewajiban) atau suatu
pembebasan hutang — piutang, atau yang boleh dipergunakan sebagai
keterangan bagi suatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan
atau menyuruh orang lain menggunakan surat - surat itu seolah — olah
surat itu asli dan tidak dipalsukan, jika mempergunakannya itu dapat
mendatangkan suatu kerugian dapat dihukum karena pemalsuan surat,

dengan hukuman penjara selama — lamanya enam tahun.

4 Kitab Undang — Undang Hukum Pidana [Werboek Van Straftrecht], diterjemah oleh
Moeljatno, (Jakarta: Bumi Aksara, 2021), BAB XIlI, Ps. 263.



2. Dengan hukuman yang sama juga dihukum, barang siapa dengan segaja
menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah — olah surat itu
asli dan tidak dipalsukan, apabila mempergunakannya dapat

mendatangkan suatu kerugian.

Kejahatan tindak pidana pemalsuan surat dan pemalsuan tanda tangan
sebagiamana yang telah diatur dalam Pasal 263 KUHP termasuk dalam delik
dolus atau delik yang memuat unsur kesengajaan. Tindak pidana pemalsuan surat
dan tanda tangan atau biasa disebut dengan forgery merupakan salah satu bentuk
kejahatan yang cukup sulit untuk diungkap dan dibuktikan hal ini terjadi karena
tulisan tangan dan tanda tangan identik dengan kepribadian seseorang.® Sehingga
dalam proses pembuktiannya diperukan ilmu bantu lain berupa ilmu bantu

forensik.

Sebagaimana yang tercantum dalam pejelasan Pasal 263 Ayat (2) KUHP
mengandung unsur subjektif yakni dengan sengaja. Selanjutnya, menurut Pasal
263 tidak hanya tercantum “memalsukan” yang tercantum dalam Ayat (1) serta
termasuk menggunakan kata “ sengaja”. Istilah dari kata sengaja dalam Kamus
Besar Bahsa Indonesia (KBBI) ialah “dimaksudkan (direncanakan); memang
diniatkan begitu; tidak secara kebetulan.”® Sengaja dalam pasal ini maksudnya,
bahwa individu yang menggunakan itu harus mengetahui benar — benar bahwa

surat yang ia gunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu akan hal itu, ia tidak dihukum.

5 Lili Oktasari, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Kejahatan Pemalsuan Tanda Tangan
Surat Tanah (Studi Kasus Di Polres Empat Lawang), (Skripsi sarjana hukum Universitas
Muhammadiyah Palembang, Palembang 2019), him 4.
http://repository.umpalembang.ac.id/id/eprint/4662/1/502015044 BAB%201_DAFTAR%20PUSA
.pdf, diakses pada 02 September 2022 pukul 20:10 WIB.

6 Kamus Besar Bahasa Indoneisa https://kbbi.web.id/sengaja , diakses pada 02 September
2022 pukul 20:42 WIB.
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Pengertian kesengajaan yang dirumuskan oleh Satochid Kartanegara, ialah
melaksanakan sesuatu perbuatan, yang didorong oleh suatu keinginan untuk
berbuat atau bertindak.” Perbuatan membuat surat palsu yang sebelumnya tidak
ada / belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Surat yang dihasilkan
dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu. Sementara perbuatan memalsukan
ialah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang
sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti sebagian atau
seluruhnya isi surat sehingga berbeda dengan surat semula, surat ini disebut

dengan surat palsu.®

Oleh karena hakim dituntut untuk beriskap netral dan bijkasana serta
bertanggung jawab untuk memutuskan secara adil (das sollen) namun dalam
kenyataan (das sein) yang senyatanya terjadi hakim sering kali mengabaikan
fakta hukum dan cenderung tidak adil atau benrtindak berat sebelah. Berkaitan
dengan hal tersebut, maka dengan itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian
dalam rangka menyusun penulisan skripsi mengenai Pertanggungjawaban

penggunaan surat dan tanda tangan palsu.

Tindak pidana pemalsuan tanda tangan ini terjadi di wilayah Hukum
Maumere sebagaimana yang tercantum di dalam Putusan No. 23/Pid.B/2019/PN

Mme terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan telah bersalah melakukan

7 Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Bagian Satu, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa,
1980) him. 1983.

8 Virginia Puspa Dianti, Tindak Pidana Pemalsuan Surat : Analisis terhadap Putusan
Hakim dalam Perkara Nomor 38/Pid.B/2016/PN.SIw di Pengadilan Negeri Slawi, (Skripsi Sarjana
Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang 2017), him. 11.
http://lib.unnes.ac.id/30118/1/8111413008.pdf, diakses pada 02 September 2022 pukul 21:02 WIB



http://lib.unnes.ac.id/30118/1/8111413008.pdf

tindak pidana pemalsuan surat. Dalam hal ini melakukan tindak pidana

pemalsuan tanda tangan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Berawal dari Agustino Lameng, S.H alias Ino Lameng (Terdakwa)
membuat pemalsuan surat “Berita Acara Rapat Pengurus, Berita Acara
Pemindahan Aset Yayasan Budi Mulia ke Yayasan Budi Mulia Maumere, dan
Pembuatan Akte Hibah Aset Yayasan Budi Mulia ke Yayasan Budi Mulia
Maumere” yang mengatasnamakan saksi korban dan membuat seolah — olah rapat
tersebut benar adanya, namun kenyataannya rapat yang berkaitan dengan
sebagaimana telah dikatakan di atas tidak pernah terjadi. Dengan demikian
terbitlah akte hibah (penyerahan/penerimaan dengan cuma — cuma) dengan

Nomor Akte Hibah No.49, pada 18 November 2013, yang berdampak pada :°

a. Berpindahnya aset bergerak/tidak bergerak milik Yayasan Budi Mulia
kepada Yayasan Budi Mulia Maumere,

b. Perubahan struktur organisasi Maumere. Dimana saksi korban
kehilangan jabatannya sebagai Kepala Sekolah SMK. ST. Thomas
Maumere,

c. Terdakwa menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan Budi
Mulia Maumere sebagai Kepala Sekolah SMK ST Thomas Maumere

dari 2013 hingga saat putusan ini disahkan.

Kasus tersebut menjadi bukti bahwa penggunaan surat palsu tidak boleh

dilakukan dengan alasan apapun karena tindakan pemalsuan surat dan tanda

% Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor: 23/Pid.B/2019/PN.Mme., him. 5-8.



tangan merupakan suatu bentuk kejahatan yang bertentangan dengan aturan
hukum, sehingga sebab dan akibatnya dapat merugikan orang lain, masyarakat
luas, dan juga negara, serta dapat diancam dengan hukuman pidana. Oleh karena
itu berdasarkan paparan diatas penulis tertarik untuk membahas penggunaan surat
palsu dan tanda tanagn palsu secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul:
Ratio Decidendi Hakim Dalam Memutus Perkara Penerbitan Berita Acara
Rapat Dan Berita Acara Penyerahan Aset Yayasan (Putusan Nomor

23/Pid.B/2019/PN.Mme)

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang di atas,
maka permasalahaan yang dibahas dalam skripsi ini adalah :
1. Bagaimana Ratio Decidendi Hakim Terhadap Pemakaian Surat Palsu
Apabila Ditinjau Dari Berita Acara Rapat Dan Berita Acara Penyerahan
Aset Yayasan dalam Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN.Mme ?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemalsuan Tanda
Tangan Pada Berita Acara Rapat dalam Putusan Nomor

23/Pid.B/2019/PN.Mme?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini
adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Ratio Decidendi Hakim terhadap

pemakaian surat palsu apabila ditinjau dari berita acara rapat dan berita



acara penyerahan aset yayasan dalam Putusan Pengadilan Nomor
23/Pid.B/2019/PN.Mme.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana
pelaku pemalsuan tanda tangan pada berita acara rapat dalam Putusan

Pengadilan Negeri Maumere Nomor 23/Pid.B/2019/PN.Mme.

D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penulisan penelitian skripsi ini adalah :
1. Secara Teoritis
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan landasan
pemahaman bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana
terutama mengenai Ratio Decidendi Hakim Dalam Memutus Perkara
Penerbitan Berita AcaraRapat Dan Berita Acara Penyerahan Aset
Yayasan (Putusan Nomor 23/Pid.b/2019/PN.Mme) .
2. Secara Praktis
a) Bagi Penulis
Hasil penelitian ini diharapkan penulis dapat menerapkan ilmu
hukum yang telah dipelajari semasa kuliah dan menambah
pengetahuan menganai ilmu hukum pidana, khusus nya dalam
bentuk pertanggungjawaban terhadap pemalsuan tanda tangan
dalam berita acara.
b) Bagi Pembaca
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau sumber

informasi bagi para pembaca yang ingin mengetahui bagaimana
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cara pertanggung jawaban pidana terhadap penggunaan surat pasu

dan tanda tangan palsu.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini hanya sebatas membahas
permasalahan mengenai pertanggungjawaban pidana atas penggunaan surat palsu ,
serta menganalisis Ratio Decidendi Hakim terhadap pemakaian surat palsu dalam

Studi Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 23/Pid.B/2019/PN.Mme.

F. Kerangka Teori
1. Teori Ratio Decidendi

Dalam bernegara, konsekuensi pernyataan sebagai Negara Hukum
(rechsstaat) mengisyaratkan adanya sebuah lembaga peradilan, lembaga peradilan
dianggap sebagai identitas diri dari negara hukum atau negara — negara yang
berdiri berdasarkan atas nama hukum.'® Peran peradilan menyangkut dengan hak
dan kewajiban serta tanggung jawab masyarakat yang sempat terabaikan agar
dapat diselesaikan, lembaga peradilan juga membantu mereka yang merasa hak —
hak nya dirampas dan memaksakan pihak — pihak lain untuk bertanggung jawab
atas apa yang telah diperbuatan karena perbuatan mereka yang menimbulkan
kerugian kepada pihak lain.'

Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga tinggi negara yang memiliki
posisi penting dalam upaya penegakan hukum. Dimana posisi Mahkamah Agung

berada di puncak dari keempat lingkungan peradilan di Indonesia yang menjadi

1 Rusli Muhammad, Lembaga Pengadilan Indonesia Berserta Putusan Kontroversial,
(Yogyakarta: Ull Press, 2013) him 3.
1 bid.
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benteng terakhir bagi masyarakat untuk mendapatkan keadilan.'? Lembaga inilah
yang nanti nya akan menentukan akhir dari semua konflik hukum yang ada.
Mahkamah Agung sebagai puncak dari lembaga peradilan di indoensia yang telah
didasarkan oleh Undang — Undang Dasar yang juga merupakan gambaran dari
hukum itu sendiri.’3

Dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga peradilan tidak banyak juga
putusan akhir terhadap suatu perkara terkadang mengalami rintangan, namun
tidak jarang pula dalam pemberian putusannya lembaga peradilan memberikan
putusan yang dianggap adil dan pantas bagi masyarakat, sulitnya memberikan
keputusan yang adil dalam menyelesaikan sebuah perkara memperoleh
berbagaikritikan dan cacian dari berbagai kalangan.'* Tidak banyak putusan yang
dikeluarkan oleh lembaga peradilan menjadi bahan krikitan dan juga cacian dari
berbagai kalangan, hal ini terjadi karena didalam beberapa putusan nya dianggap
hanya mewakili kepentingan — kepentingan golongan tertentu saja atau dengan
kata lain tujuan diberikannya putusan adanya ketidak jelasan. Sebaliknya adapun
diantar putusan yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan dinilai telah
mencerminkan keadilan bagi masyarakat Indonesia dan tidak dipungkiri hal itu

memberikan respon positif dan sanjungan oleh masyarakat.'®

12 ) Djohansjah, Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan
Kehakiman, (Bekasi Timur : Kesaint Blanc, 2008) him 4.

13 Harian Kompas, Perlu Konsultasi dengan DPR, MA dan KPK, (23 Mei 2005), him. 4.
https://www.kompas.id/label/mahkamah-agung,diakses pada 02 September 2022 pukul 22:10
WIB.

14 Rusli Muhammad, Op.cit, him 136.

15 Ibid, him 136-137.



https://www.kompas.id/label/mahkamah-agung

12

Ratio Decidendi Hakim dapat diartikan sebagai pikiran hakim dalam
menentukan suatu amar putusan oleh hakim itu sendiri.!® Pada setiap putusan
yang dikeluarkan oleh hakim terdapat alasan yang menentukan atau sebagai inti —
inti penentu dalam membuat suatu putusan.” Dalam ratio decidendi nya hakim
juga mempertimbangkan landasan dasar filsafat yang erat dengan dasar peraturan
perundang — undangan yang relevan dengan pokok perkara yang sedang dihadapi
serta adanya motivasi dan integrasi pada diri Hakim dalam menegakkan hukum
yang berunjung pada pemebrian keadilan bagi para pihak yang sedang berhadapan
langsung dengan hukum.*®

Ratio Decidendi dalam perkara tersebut dapat dilihat dari pertimbangan
hakim dalam Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN.Mme yang digunakan penulis
sebagai acuan penulisan. Ratio Decidendi itu sendiri mencerminkan bagaimana
hakim dalam menyelesaikan perkara nya dengan mempertimbangkan
penyelesaian perkara dalam bentuk putusan, sehingga dari putusan tersebut dapat
juga dilihat kualitas Hakim dalam memebuat putusanya berkaitan dengan

kewenangan dan juga independensinya sebagai seorang hakim.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana
Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai suatu perbuatan yang

tercelah oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada pelaku atas

16 Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum,( Jakarta: Aneka IImu, 1977), him 7.

7 Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Kostitusi, Hukum Acara Mahkamah
KonstitusiSekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, ( Jakarta: Sekretariat
Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), him 190.

18 Jurnal Yudisial, Peranan Putusan Pengadilan Dalam Program Deradikalisasi Terorisme
di Indonesia, Vol - 11l (Jakarta : Komisi Yudisial RI, 2010), him. 117-118.
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perbuatan yang telah dilakukannya dengan mempertanggungjawabkan perbuatan
tercela yang telah dilakukan pelaku.!® Pada dasarnya dalam literatur hukum
pidana menyatakan batasan terhadap kesalahan yang diartikan sebagai dasar untuk
pertanggungjawaban pidana. Kesalahan diartikan sebagai suatu keadaan jiwa dari
yang melakukan perbuatan terhadap perbuatan yang dilakukannya. Pada setiap
kesalahan melahirkan pertanggungjawaban pidana yang sejalan dengan asas
“Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (geen straf zonder schuld beginsel).”?® Asas
tersebut merupakan asas yang sangat fundamental dalam
mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana yang telah dilakukan. Selanjutnya,
asas tersebut menunjukkan bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak
mempunyai kesalahan terhadap apa yang telah ia perbuat. Tindak pidana merujuk
pada dilarangnya suatu perbuatan yang telah ditetapkan dalam suatu perundang-
undangan dengan mencari tahu apakah pelaku yang telah melakukan perbuatan
dilarang tersebut kemudian terhadap dirinya dijatuhi pidana dan perbuatan
tersebut  tergantung kepada  apakah perbuatan  tersebut  dapat
dipertanggungjawabkan.?*

Pertanggungjawaban itu sendiri menitik beratkan pada pemidanaan pelaku
atau petindak nya, apabila suatu tindakan telah terbukti merupakan suatu tindak
pidana dan memenuhi setiap unsur yang telah ditetapkan didalam undang —

undang. Hal ini dapat dilihat dari apakah suatu tindakan yang dilarang seseorang

19 Roeslan Saleh, Pikiran-pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, cet. 2 (Jakarta:
Ghalia Indonesia, 2022), him. 76.

20 valentino Wenno, “Pertanggung Jawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Penyuapan”,
Universitas Pattimura, Tatohi Jurnal llmu Hukum, Vol. 1 No.9, (November 2021) him. 950.

2l Septa Candra, “Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana
Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang”, Jurnal Cita Hukum 1, Vol 1 (1), (Jakarta
2013) , him. 39-56.
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harus dan akan mempertanggungjawabkan tindakan — tindakan pidana tersebut
apabila perbuatan yang dilakukan bersifat melawan hukum (dan tidak ada
peniadaan sifat melawan hukum atau rechtsvaardigingsgrond atau alasan
pembenar) untuk itu. Hal ini dapat dilihat dari sudut kemampuan
bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang benar — benar mampu
bertanggungjawab yang dapat dipertanggung — jawabkan.??

Menurut Ruslan Saleh, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tidak
dapat dipergunakan apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan
hukum, maka perlu adanya kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan semua
unsur — unsur kesalahan yang ada telah dipenuhi, sehingga untuk adanya
kesalahan yang mengakibatkan dipidananya pelaku maka haruslah :2
a. Melakukan perbuatan pidana;

b. Mampu bertanggung jawab;
c. Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan
d. Tidak adanya alasan pemaaf.

Apabila keempat unsur yang telah disebutkan diatas terpenuhi maka
pelaku tindak pidana dinyatakan mempunyai pertanggungjawaban pidana,
sehingga dapat dipidana. Seseorang dapat dituntut dimuka pengadilan apabila
memalukan tindak pidana dengan kesalahan. Kesalahan itu sendiri dibedakan
menajadi 3 (tiga) yaitu :2*

a. Kemampuan bertanggungjawab;

22 Moeljatna, Asas — Asas Hukum Pidana,( Jakarta: Bina Aksara, 2007), him. 52.

23 |bid him 80.

24 Kanter dan Sianturi, Asas — Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya
(Jakarta: Storia Grafika, 2002), him 60.
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b. Sengaja (dolus / opzet) dan lalai (culpa / alpa);
c. Tidak ada alasan pemaaf.
Bilamana dihubungkan guna mempertanggungjawabkan pidana pelaku

atau tindakannya maka harus diteliti dan dibuktikan bahwa :°

a. Subjek harus sesuai dengan perumusan undang — undang;

b. Terdapat kesalahan pada petindak;

c. Tindakan itu bersifat melawan hukum;

d. Tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang — undang;

e. Dilakukannya tindakan itu sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan lainnya

yang telah ditentukan didalam undang — undang.

G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis
normatif. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam
aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang
bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang
menjadi pokok pembahasan.?® Dinamakan juga metode penelitian ini dengan

penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan.?’

25 |bid hlm 65.

% peter Mahmud Marzuki, Teori dan Metodologi Hukum Normatif, Edisi I, Cet. I,
(Malang: Banyumedia Publishing, 2006), him. 294.

27 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Media Group, 2005),
him. 94.
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2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian berfungsi untuk mendapatkan informasi dari
berbagai aspek mengenai isu yang akan dibahas dalam penelitian ini. Pendekatan-
pendekatan penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:
a. Pendekatan perundang-undangan (Statue Approach)
Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah undang-undang dan peraturan
yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini. Hasil dari
pendekatan ini merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang
dihadapi.?®
b. Pendekatan Kasus (Case Approach)
Pendekatan Kasus dilakukan dengan meneliti alasan-alasan hukum yang
akan digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya dengan tetap
memperhatikan fakta. Hal tersebut diperlukan untuk mencari aturan
hukum yang tepat dan dapat diterapkan pada suatu keadaan fakta yang

terdapat pada Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN.Mme.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan penelitian ini diperoleh dari data sekunder. Data
sekunder ialah data yang diperoleh dari atau berasal dari bahasa kepustakaan.
Dimana dalam memecahkan isu hukum secara perspektif diperlukan sumber —
sumber hukum penelitian yang dibagi menjadi bahan hukum primer, bahan

hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yakni :

28 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum,(Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2010), him. 93.
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a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat terdiri dari
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.
Pada penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan penulis sebagai
berikut:
A. Undang — Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan
Hukum Pidana;
B. Undang — Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan
Atas Undang — Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan;
C. Undang — Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakiman;
D. Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor
23/Pid.B/2019/PN.Mme.
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berkaitan dengan
bahan-bahan primer dan berguna untuk membantu menganalisis serta
memahami data-data primer, meliputi rencana peraturan perundang-
undangan, hasil ilmiah para sarjana, dan hasil-hasil penelitian.?
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum terseir adalah semua pertunjuk atau penjelasan mengenai

bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini penulis

29 Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, (Bandung : Alfabeta, 2015),
him. 67.
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menggunakan KBBI, kamus hukum, jurnal, dan internet yang berkaitan

dengan penelitian skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan penelitian yang digunakan adalah studi
dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan
bahan hukum vyang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan
mempergunakan content analisys.3° Content analisys berguna untuk mendapatkan
landasan teori dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan,
dokumen, laporan, arsip, dan hasil penelitian lainnya, baik melalui media cetak
maupun media elektronik yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi

ini.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan penelitian skripsi ini termasuk dalam penelitian hukum
secara kualitatif, yakni dengan dipergunakan cara menguraikan data secara
beruntun dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, serta tidak saling tumpang
tindih, dan efektif, sehingga mempermudah interpretasi data dan pemahaman dari
hasil analisis atau dengan kata lain teknik analisis kualitatif ialah cara
menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum yang berdasar kepada
konsep, teori, peraturan perundang — undangan, doktri, prinsip hukum, pendapat

ahli maupun pendapat penulis.3* Metode analisis secara kualitatif adalah jenis

30 bid., him. 21.
31 Ishag, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi, cet.1
(Bandung : Alfabeta, 2017), him.69.
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penelitian yang temuannya tidak didapatkan melalui prosedur statistik atau
hitungan lainnya.®> Bahan yang diperoleh dari hasil penelitian ini akan disajikan
sebagaimana mestinya sehingga penulis dapat memahami permasalahan

tersebut.®

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul,
penulis menggunakan penarikan kesimpulan secara deduktif. Teknik penarikan
kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari
pengertian umum yang kebenarannya sudah diketahui dan berakhir pada suatu

kesimpulan yang bersifat lebih khusus.®*

32 1man Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta : Bumi Aksara, 2013), him. 80.

33 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum, (Bandung : Penerbit Maju, 2008),
him. 35.

34 Bambang Suggono, Metode Penelitian Hukum,( Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007),
him. 31.
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